
 

 
 

 
 
 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG 

NOMOR 63 TAHUN 2018  

 
TENTANG 

PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA 

APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 
WALIKOTA TANGERANG, 

 

Menimbang : 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa reformasi birokrasi mencakup pembenahan 

struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi; 

b. bahwa dalam rangka menciptakan kultur dan etika 

birokrasi pemerintah yang produktif, efektif, efisien, tercipta 

iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan 

produktivitas yang tinggi, melalui pengembangan budaya 

kerja aparatur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Tangerang tentang Pedoman Evaluasi 

Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Di 

Lingkungan  Pemerintah Kota Tangerang. 

Mengingat : 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 

18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3518); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4452); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tenatang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman 

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada 

Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2015 tentang Rad Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen 

Perubahan; 

11. Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; 

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang 

Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Tahun 2013 Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun 

2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 

Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun 

2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 



Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Nomor 10); 

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8); 

15. Peraturan Walikota Nomor  Tahun  tentang Pedoman 

Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang 

Tahun 2018 Nomor   ); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI 

PELAKSANAAN BUDAYA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA TANGERANG 

 

Pasal 1 

 

Menetapkan pedoman evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya 

kerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini. 

 

Pasal 2 

 

Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

merupakan acuan untuk melakukan evaluasi tingkat kemajuan, 

tingkat perubahan, tingkat kemanfaatan, dan tingkat kesadaran 

dalam pelaksanaan pengembangan budaya kerja aparatur. 

 

Pasal 3 

 

Evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja aparatur, wajib 

dilaksanakan setiap tahun pada instansi di lingkungan Pemerintah 

Kota Tangerang dan hasilnya disampaikan/dilaporkan kepada 

Walikota Tangerang. 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Tangerang. 

 

 

Ditetapkan di Tangerang 
pada tanggal 2 Juli 201  

 
WALIKOTA TANGERANG, 

 

            Cap/Ttd 
 

 
             H. ARIEF R.WISMANSYAH 

 

 
 
Diundangkan di Tangerang 

pada tanggal  2 Juli 2018  
 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 

 

    Cap/Ttd 
 

 
                    DADI BUDAERI 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 63



LAMPIRAN I 

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG 
NOMOR : 63 TAHUN 2018 

TENTANG 
PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN 
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA 

PADA INSTANSI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA TANGERANG 

 

 

PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA 

PADA INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG 

 

I. LATAR BELAKANG 

Di era domokratisasi dan dalam rangka persiapan memasuki era 

globalisasi serta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

diperlukan perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Hal ini tentu saja memerlukan perubahan budaya kerja 

aparatur yang mencakup baik perubahan pola pikir (mindset), nilai-nilai 

(values), perilaku, maupun cara kerja (kultur birokrat) terutama dalam 

pemberian pelayanan kepada masyarakat. 

 

Sejalan dengan hal tersebut telah terbit Peraturan Menteri  

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, untuk menjadi acuan 

dan pedoman bagi instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, 

dalam melakukan perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam  

melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari. Pedoman dimaksud berisi nilai-

nilai budaya kerja aparatur yang perlu diterapkan dalam rangka membangun 

budaya kerja aparatur pemerintah, kemudian ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Walikota Nomor ___ Tahun ____ tentanag Pedoman Pengembangan 

Budaya Kerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dan 

Instruksi Walikota Nomor _____ tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur 

Pemerintah Kota Tangerang, maka untuk mengetahui sejauhmana 

pelaksanaan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkungan Pemerintah 

Kota Tangerang, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pengembangan budaya kerja secara terus menerus. Oleh karena itu 

dibutuhkan pedoman untuk digunakan sebagai alat untuk melaksanakan 

evaluasi pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah dimaksud. 

 

 


